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ABSTRAK 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak 

hotel dan pajak restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bantul pada periode 2018–2024. Pajak hotel dan restoran 

merupakan salah satu sumber pendapatan potensial yang dikelola oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten 

Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif 

dengan menggunakan data primer berupa  wawancara dari pihak BPKPAD 

Kabupaten Bantul. Sedangkan data sekunder  pada penelitian ini berupa 

dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  dari BPKPAD 

Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas 

penerimaan pajak hotel dan restoran secara umum berada pada kategori sangat 

efektif, meskipun sempat mengalami penurunan selama masa pandemi COVID-

19. Meskipun demikian, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) masih terbilang rendah. Hal ini menunjukkan adanya 

kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan serta pemungutan pajak, 

sekaligus memperkuat kesadaran para wajib pajak. Temuan ini diharapkan dapat 

menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan 

yang lebih adaptif dan tepat guna untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah 

secara berkelanjutan. 
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      BAB I 

PENDAHULUAN 

    A. Latar Belakang 

Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada setiap daerah 

untuk menjalankan otonomi daerah. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

menjelaskan "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan”. Di dalam otonomi daerah terdapat tiga asas yang menjelaskan 

wewenang pemerintah daerah yaitu : asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas 

pembantuan. Di dalam asas desentralisasi, terdapat desentralisasi fiskal yang 

menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sumber 

daya daerah masing - masing agar dapat menjadi sumber penerimaan daerah. 

Sumber penerimaan daerah ini bermacam – macam salah satunya Pendapatan Asli 

Daerah ( PAD ) (Nadir, 2013).  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam 

struktur keuangan daerah, yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak 

dan retribusi daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

PAD berfungsi sumber dana bagi pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan 

pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi 

ketergantungan pada pemerintah pusat, mendorong pembangunan ekonomi 

daerah, dan membiayai program sosial dan kesejahteraan. Menurut Undang-

Undang No. 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah mencakup beberapa 

aspek penting yaitu : menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi 

dan tugas pembantuan, melaksanaan urusan yang dikelola oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah secara bersamaan, dan melaksanaan urusan pemerintahan 

umum. 

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 

PAD bukan hanya menjadi sumber pemasukan bagi daerah, tetapi juga menjadi 

bentuk nyata dari prinsip desentralisasi atau pembagian wewenang antara pusat 

dan daerah. Dengan adanya PAD, pemerintah daerah punya hak dan tanggung 

jawab untuk membiayai kebutuhan serta kegiatan pembangunan sesuai 

kemampuan dan potensi yang dimiliki daerah masing- masing (Asgar, 2018).  
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Oleh karena itu, setiap daerah memiliki potensi sumber penerimaan PAD 

yang berbeda berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan adanya kondisi geografis, 

historis, politik, administrasi, dan sosial - budaya. Dalam meningkatkan PAD, 

pemerintah daerah harus dapat mencari sumber- sumber yang berpotensi 

menghasilkan pendapatan di daerahnya. Sumber-sumber ini nantinya akan 

dikenakan pajak dan dipungut untuk menambah pendapatan daerah khususnya 

PAD. Jenis pajak daerah yang dikelola pemerintah daerah yang potensial dalam 

meningkatkan pendapatan daerah adalah pajak hotel dan pajak restoran. Kedua 

pajak ini mampu menghasilkan pendapatan bagi kas daerah dan kontribusi yang 

diberikan dapat mendorong perkembangan ekonomi daerah. (Salawali dkk., 2019) 

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi dalam bidang 

pariwisata dan kuliner adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  DIY  menjadi 

destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. DIY mempunyai 

banyak istilah nama dari masyarakat Indonesia, disebut sebagai Kota Pelajar 

karena menjadi tempat menimba ilmu dari berbagai penjuru negeri, dikenal sebagai 

Kota Gudeg karena kuliner khasnya yang legendaris, dan  dikenal sebagai Kota 

Istimewa karena memiliki sistem pemerintahannya yang masih mempertahankan 

tradisi Kerajaan. Selain nilai sejarah dan budayanya yang kuat, Daerah Istimewa 

Yogyakarta juga terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kotamadya, yang 

masing-masing punya keunikan dan potensi wisata yang beragam. 

Setiap wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki daya tarik 

tersendiri, mulai dari keindahan alam, kekayaan kuliner, hingga warisan budaya 

yang masih lestari. Di Kabupaten Sleman, wisatawan dapat menyaksikan 

kemegahan Gunung Merapi, menjelajahi kawasan Kaliurang, atau mengagumi 

keindahan Candi Prambanan. Sementara itu, Kulon Progo menawarkan suasana 

asri dan udara sejuk melalui destinasi seperti Kalibiru dan Kebun Teh Nglinggo. 

Gunung Kidul terkenal dengan panorama pantainya yang memukau, seperti Pantai 

Indrayanti dan Pantai Timang. Adapun Kota Yogyakarta menyuguhkan wisata 

sejarah dan edukatif seperti Keraton Yogyakarta, Malioboro, dan Taman Sari, 

serta kuliner khas yang menggugah selera seperti gudeg dan bakpia. 

Namun dari berbagai tempat wisata yang ada di wilayah DIY, Kabupaten 

Bantul termasuk salah satu daerah dengan jumlah kunjungan wisatawan terbanyak 
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di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Data dari Dinas Pariwisata DIY dalam 

beberapa tahun terakhir menunjukkan trend bahwa Bantul selalu menjadi tiga 

besar penyumbang wisatawan terbanyak, baik domestik maupun mancanegara 

mencapai 2.373.156 pengunjung. Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Bantul 

memiliki keunikan tempat wisata yang berbeda dengan daerah lainnya. 

Keunikan dari Kabupaten Bantul ialah memiliki kekayaan geografis yang 

beragam mulai dari keindahan laut, gumuk pasir, dan perbukitannya. Selain itu, 

Kabupaten Bantul memiliki daerah pengrajin tanah liat, kerajinan kipas,  dan 

berbagai kerajinan tangan yang jarang wisatawan dapatkan di daerah lain. Selain 

itu, Bantul mempunyai makanan yang khas yang cukup beragam dan 

pembuatannya masih menggunakan alat tradisional dan menggunakan tenaga 

hewan seperti bakmi pentil. Dengan itu, pengunjung bisa menyaksikan pembuatan 

makanan tersebut secara langsung. Dari keunikan tersebut menjadikan daya tarik 

para wisatawan luar atau dalam negeri untuk mengunjungi wisata alam dan 

menikmati kuliner yang ada di Kabupaten Bantul. 

Menurut Dinas Pariwisata Bantul tercatat tujuh objek wisata dengan 

pengunjung terbanyak selama tahun 2024. Tujuh objek wisata tersebut ialah Pantai 

Parangtritis, Pantai Samas, Goa Cemara, Pantai Pandansimo,Pantai Kuwaru, Goa 

Selarong, dan Goa Cerme. Ketujuh objek tersebut memiliki keindahan laut, gumuk 

pasir, keasrian goa, air terjun yang memanjakan wisatawan. Selain wisata alam, 

Kabupaten Bantul memiliki Desa Kasongan, Tembi, Wukirsari, Jipangan, dan 

Jagalan sebagai wisata kerajinan tangan yang menjadikan edukasi bagi para 

pengunjung. Dan di daerah pleret, dlingo, dan srandakan yang terkenal sebagai 

daerah kuliner khas Kabupaten Bantul yang pembuatannya masih menggunakan 

alat tradisional dan tenaga hewan. Dengan ini, pengunjung dapat menyaksikan 

dan membuat langsung kerajinan dan pembuatan makanan khas Kabupaten 

Bantul. 

Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara 

langsung mempengaruh tingginya kebutuhan terhadap sarana pendukung 

pariwisata, khususnya dalam hal akomodasi dan konsumsi di Kabupaten Bantul. 

Para wisatawan, baik yang bepergian secara perorangan maupun berkelompok 

tentunya memerlukan tempat menginap yang nyaman dan mudah dijangkau. Hal 

ini menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap fasilitas penginapan, 

sehingga mendorong para pelaku industri dan investor untuk memperluas maupun 
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membangun usaha perhotelan di wilayah Bantul. Disisi lain, kebutuhan akan 

pelayanan makanan dan minuman juga menunjukan peningkatan. Wisatawan 

cenderung ingin menikmati berbagai hidangan lokal maupun internasional selama 

kunjungan mereka, sehingga keberadaan restoran, warung makan, dan tempat 

kuliner lainnya menjadi semakin meningkat. Situasi ini membuka peluang besar 

bagi pertumbuhan usaha di sektor kuliner dan memberikan kontribusi signifikan 

terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Bantul.  

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah hotel dan restoran di 

Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat terdapat 

3 hotel berbintang lima dan 382 hotel non bintang pada tahun 2024. Selain itu, 

tercatat 341 restoran pada tahun 2024. Hal ini berkaitan erat dengan 

perkembangan sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Bantul dan juga kebijakan 

pemerintah yang memperbolehkan untuk berwisata setelah pandemi covid – 19 

mereda di berbagai daerah. Peningkatan jumlah fasilitas akomodasi dan tempat 

makan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul semakin diminati sebagai 

destinasi wisata, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara.  Dan juga peran 

aktif pemerintah daerah dalam promosi wisata, pengembangan infrastruktur, serta 

dukungan terhadap pelaku usaha pariwisata turut mempercepat pertumbuhan 

sektor ini.   

Maka dari itu, pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sumber 

pendapatan penting bagi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bantul. Jika 

sumber pendapatan pajak hotel dan restoran dikelola dengan efektif dan optimal, 

maka dapat memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bantul. Apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat maka 

tingkat pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bantul semakin baik. Oleh 

karena itu, perlunya menganalisis efektivitas pajak untuk mengetahui seberapa 

baik proses pemungutan pajak dan melihat seberapa besar usaha pemerintah 

daerah dalam mencapai realisasi pajak sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. Evaluasi ini memberikan penilaian apakah pemerintah berhasil atau 

gagal dalam memenuhi target anggaran yang telah ditentukan. Selain itu, perlunya 

dilakukan analisis kontribusi untuk mengetahui seberapa besar pajak hotel dan 

restoran berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan 

untuk pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat Kabupaten Bantul. 

(Juwita & Hidayatulloh, 2024) mengatakan bahwa efektivitas penerimaan pajak 
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hotel  dan restoran selama tahun  2019 – 2021 di Kabupaten Bantul secara keseluruhan dalam 

kriteria sangat efektif. Kriteria efektivitas pada pajak hotel dan pajak restoran selama 

masa pandemi COVID-19 pada tahun 2019–2021 disebabkan oleh metode 

perhitungan efektivitas yang membandingkan antara target dan realisasi. Target 

pajak tersebut mengalami penyesuaian (revisi) di akhir periode setelah dilakukan 

evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja kedua sektor tersebut mengalami 

penurunan.  Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah selama tahun 2019-

2021 secara keseluruhan dalam kriteria sangat berkontribusi. Namun, kontribusi 

pajak hotel terhadap PAD selama tahun 2019-2021 secara keseluruhan dalam 

kriteria tidak berkontribusi. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 pemerintah 

menerapkan beberapa kebijakan yang berdampak pada penurunan penerimaan 

pajak. 

Penelitian selanjutnya oleh (Fadlulloh, 2020) menunjukkan bahwa 

efektivitas pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 -2019 

juga tergolong sangat efektif, karena pemerintah daerah aktif dalam pemungutan 

pajak. Meskipun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran pada periode 

tersebut dinilai sangat kurang efektif atau terus mengalami fluktuasi yang 

disebabkan oleh penagihan pajak yang tidak maksimal. Berdasarkan penelitian 

(Septiawan Panji, 2021) efektivitas pajak hotel, pajak restoran di Kabupaten 

Sleman pada tahun 2015 sampai dengan 2019 memenuhi kriteria sangat efektif. 

Sedangkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD pada tahun tersebut secara 

keseluruhan sangat berkontribusi. Hal tersebut dikarenakan dikarenakan tingkat 

jumlah wajib pajak baru yang ada di Kabupaten Sleman. 

Hasil Penelitian (Bannelimbong, 2022) di Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan pajak 

restoran berada dalam kategori yang kurang efektif. Sedangkan tingkat efektivitas 

pajak hotel tidak efektif karena realisasi penerimaan yang menurun dan target 

pajak yang naik dari tahun 2019. Kurangnya efektivitasnya pajak restoran dan 

hotel ini dikarenakan pemerintah daerah menghimbau masyarakat untuk menjauhi 

kerumunan, pembatasan sosial, penurunan jumlah konsumen, dan penutupan 

beberapa restoran secara sementara atau permanen. Selain itu, pandemi covid – 19 

secara signifikan mengganggu aktivitas ekonomi yang menyebabkan penerimaan 

pajak restoran dan hotel menjadi tidak efektif. Jika pajak restoran dan pajak hotel 

kurang efektif dalam pelaksanaannya, maka kontribusinya terhadap Pendapatan 
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Asli Daerah (PAD) akan menurun atau tidak optimal.  

Berdasarkan penelitian (Sekar Ningrum, 2024) secara keseluruhan 

efektivitas pajak restoran di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2019–2023 berada 

pada kategori sangat efektif. Namun, tingkat efektivitas tersebut menunjukkan 

tren penurunan dari tahun ke tahun.  Hal tersebut dikarenakan penurunan target 

pajak restoran oleh pemerintah pada tahun 2020 disebabkan oleh kondisi 

perekonomian yang sangat lemah akibat pandemi. Tingkat kontribusi pajak 

restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya atau dapat dikatakan bahwa 

pajak restoran berpotensi memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Fitriano & Ferina, 2021) di Kota 

Bengkulu, ditemukan bahwa rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak 

restoran selama periode 2015 hingga 2018 menunjukan kriteria penilaian  cukup 

efektif. Namun, pajak restoran yang dikelola oleh pemerintah Kota Bengkulu ini  

belum bisa mencapai kategori sangat efektif yaitu realisasi pajak restoran 

mencapai nilai 100% dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan efektivitas 

pajak hotel di Kota Bengkulu periode tahun 2015-2018 kurang efektif atau belum 

maksimal. Hal ini dikarenakan pemerintah Kota Bengkulu kurang selektif  dalam 

menetapkan target penerimaan pajak restoran dengan  melihat  sumber- sumber  

pendapatannya  sehingga  realisasi  penerimaan  pajak restoran nanti benar - benar 

bisa tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berdasarkan tingkat 

rata-rata efektivitas pajak hotel pada tahun 2017-2020 di Kabupaten Banggai 

dapat dikatakan kurang efektif. Untuk tingkat rata-rata pajak restoran pada tahun 

2017-2020 dapat dikatakan efektif. Efektifnya pajak hotel dan restoran tersebut 

dikarenakan upaya pemerintah dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel dan 

restoran dengan terjun langsung ke lapangan untuk menilai apakah laporan wajib 

pajak sudah realistis sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Namun, 

kurang efektifnya pajak hotel dan restoran dikarenakan pandemi yang terjadi pada 

tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan yang signifikan dalam pemungutan 

pajak.   

(Fitriyani dkk., 2021) menyebutkan tingkat efektivitas pajak restoran dan 

pajak hotel di Kota Metro pada tahun 2016 -2020 dalam kategori sangat efektif, 

karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%. Hal ini 

menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah Kota Metro dalam mencapai target 
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serta realisasi yang diinginkan dengan sangat baik meskipun pada tahun 2019 dan 

tahun 2020 mengalami pandemi covid – 19. Sedangkan, rata-rata kontribusi pajak 

hotel dan pajak restoran pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan 

sangat kurang memberikan kontribusi. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPKPAD Bantul tentang target dan realisasi 

penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Bantul selama Tahun 2018 

sampai dengan Tahun 2024,  disajikan pada Tabel 1 

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Bantul 
 

Periode Realisasi Pajak Hotel Realisasi Pajak 

Restoran 

2018 Rp 325.071.153 Rp 2.684.786.408 

2019 Rp 341.960.122 Rp 3.137.093.141 

2020 Rp 196.963.865 Rp 2.507.214.235 

2021 Rp 570.108.108 Rp 647.579.537 

2022 Rp 1.304.257.387 Rp 3.867.157.538 

2023 Rp 1.545.901.045 Rp 4.135.851.736 

2024 Rp 1.169.032.661 Rp 4.622.296.937 

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025. 

 

Dilihat dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 

2020, realisasi penerimaan pajak hotel mengalami penurunan. Penurunan ini 

disebabkan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh daerah, 

termasuk Kabupaten Bantul. Meskipun pada tahun 2019 terjadi kenaikan pada 

realisasi pajak, namun pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan 

yang signifikan akibat situasi darurat COVID-19. Namun, mulai tahun 2021 hingga 

2024, dalam masa transisi menuju "new normal", penerimaan pajak hotel kembali 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. 

Realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2019 dan 2020 menunjukan tren  

yang sama seperti pajak hotel yaitu mengalami penurunan. Namun pada pajak 

restoran pada tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan 

dikarenakan faktor dan kebijakan pada masa transisi “ new normal”. Penurunan 

dua tahun tersebut menjadikan trend yang berbeda dengan pajak hotel. Namun di 

tahun 2022- 2024 terus mengalami peningkatan penerimaan dikarenakan 

pelonggaran kebijakan pemerintah pasca pandemi covid – 19. 

Selain fenomena ketimpangan antara efektivitas dan kontribusi pajak hotel 
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dan restoran di berbagai daerah, hasil wawancara penulis dengan Ibu Herwina 

Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub bidang Penagihan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul, turut memperkuat pentingnya 

dilakukannya penelitian ini. Dalam wawancara beliau menyampaikan: 

"Penurunan realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 

disebabkan karena saat itu ada COVID-19. Saat itu, semua kegiatan dibatasi yang 

efeknya juga dirasakan semua orang. Aktivitas ekonomi juga menurun drastis, 

mobilitas masyarakat dibatasi, dan banyak usaha yang terpaksa tutup sementara. 

Banyak pelaku usaha mengalami penurunan omzet yang signifikan, bahkan ada 

yang berhenti beroperasi sama sekali. Sehingga efeknya efektivitas pemungutan 

pajak menurun dan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) menjadi tidak optimal. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bantul 

melakukan perubahan kebijakan melalui  Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 

Tahun 2020, kamu bisa cari di google bahwa peraturan tersebut menjelaskan 

bahwa untuk pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa tanggap 

darurat mendapatkan pengurangan"  

"Sebenarnya juga terdapat faktor lain yaitu kurangnya kesadaran wajib 

pajak untuk membayar pajak tepat waktu dan juga kurangnya kegiatan sosialisasi 

terkait pajak daerah," jelas beliau. 

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh 

mana efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran di Kabupaten Bantul dalam 

periode sebelum, saat, dan setelah pandemi, serta untuk memberikan masukan bagi 

pemerintah daerah dalam menyusun strategi yang lebih adaptif dalam pengelolaan 

pajak daerah. 

    B. Cakupan Pembahasan 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka cakupan pembahasan tugas akhir adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang dipungut dan 

dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2024? 

2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran yang dipungut dan 

dikelola langsung oleh BPKPAD kabupaten Bantul tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2024? 
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3. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel kabupaten Bantul 

terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2024? 

4. Bagaimana tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran kabupaten Bantul 

terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai 

dengan tahun 2024? 

    C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel yang 

dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 2018 

sampai dengan tahun 2024. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran 

yang dipungut dan dikelola langsung oleh BPKPAD Kabupaten Bantul tahun 

2018 sampai dengan tahun 2024. 

3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. 

4. Untuk mengetahui tingkat kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap 

pendapatan asli daerah kabupaten Bantul tahun 2018 sampai dengan tahun 2024. 

   D.  Manfaat Penelitian 

Dengan adanya laporan tugas akhir ini, penulis berharap penelitian ini bisa 

bermanfaat buat pihak-pihak terkait, baik dari segi memperluas wawasan maupun 

memberikan gambaran tentang seberapa efektivitas penerimaan serta 

kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. 
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     BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

   1. Dasar – Dasar Perpajakan 

a. Pengertian pajak 

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang  Cipta 

Kerja Menjadi Undang – Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – 

besarnya kemakmuran rakyat. Menurut (Mukhamad Wisnu Nagoro, 2018) Pajak 

adalah salah satu bagian penting dari pemerintahan suatu negara. Hampir setiap 

negara di seluruh dunia memiliki aturan dan sistem yang berkaitan dengan 

pengenaan pajak. Baik secara tidak langsung maupun langsung. Ini terjadi di 

Indonesia. Pajak Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari zaman 

kerajaan dan kolonial hingga saat ini. Oleh karena itu, istilah "pajak" tidak asing 

bagi masyarakat Indonesia sendiri. 

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

yang bersifat wajib berdasarkan peraturan undang – undang tanpa adanya imbalan 

langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan 

bersama. Sedangkan pengertian perspektif hukum pajak Prof. Dr. 

Rochmat  Soemitro, SH.,  pajak keterlibatan yang timbul dari undang – undang 

yang menyebabkan munculnya kewajiban warga untuk menyetorkan penghasilan 

tertentu untuk negara, dalam hal ini negara memiliki hak untuk memaksa dan 

pendapatan dari pajak tersebut harus dipakai  untuk administrasi atau untuk 

penyelenggaraan pemerintah. 
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Menurut Prof. Adriani dalam buku yang ditulis oleh Sidharta Iwan (2017: 

2), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang dapat dipaksakan 

kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembayaran pajak tidak memberikan imbalan langsung kepada individu yang 

membayarnya, namun digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. 

   2. Potensi Daerah  

Menurut Halim (2004: 320), potensi daerah terdiri dari sumber daya alam, 

sumber daya manusia, sumber daya buatan, dan sumber daya kelembagaan yang 

potensial. Di antara keempat sumber daya tersebut, sumber daya buatan memiliki 

keunggulan strategis karena: 

a. Dapat digunakan secara langsung sebagai objek pajak atau retribusi daerah, 

seperti pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi pasar, antara lain.  

b. Sumber daya buatan lebih mudah dikembangkan dan diawasi oleh pemerintah 

daerah.  

c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) secara nyata dan berkelanjutan. 

   3. Pendapatan Daerah 

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Pasal 1 nomor 15 tentang pemerintahan daerah, pendapatan daerah didefinisikan 

sebagai seluruh hak yang dimiliki oleh daerah yang diakui sebagai peningkatan 

nilai kekayaan bersih selama satu periode tahun anggaran terkait. Namun, 

menurut Abdul Halim (2004:69), Pendapatan adalah semua penerimaan daerah 

dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber 

selama periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah 

bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan yang sah. 

   4. Sumber – Sumber Pendapatan Daerah 

Menurut Halim (2004: 317), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kewenangan dan kemampuan 

daerah untuk menggali sumber pembiayaan secara mandiri sangat penting untuk 

pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sistem 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memastikan 
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kemandirian keuangan, yang terdiri dari tiga komponen utama: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

  PAD adalah uang yang diterima oleh daerah dari kemampuan ekonominya 

sendiri, seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan 

uang sah lainnya. 

b. Dana Perimbangan  

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum 

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang diberikan kepada 

daerah dari APBN. 

c. Pendapatan Lain yang Sah 

Pendapatan Lain yang Sah adalah pendapatan daerah selain PAD dan dana 

perimbangan, serta bantuan dari pemerintah pusat, pinjaman, dan sumber lain 

yang diakui sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

   5. Pendapatan Asli Daerah  

a.  Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah, menurut Anggoro, D. D. (2017: 18- 19), adalah 

pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah sebagai hasil dari pemanfaatan  

sumberdaya yang dimiliki pemerintah daerah. Daerah dengan PAD tinggi 

dianggap maju. Hal ini masuk akal karena tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBD akan berkurang 

ketika PAD suatu daerah meningkat. Meskipun demikian, pemerintah daerah 

dilarang melakukan penguatan kepada masyarakat. Penguatan ini dapat 

menyebabkan biaya ekonomi yang tinggi, yang pada akhirnya akan mengurangi 

dukungan dunia usaha dan investasi. Selain itu, pemerintah daerah tidak boleh 

menetapkan peraturan lokal yang menghambat pergerakan orang. Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah pada bab V nomor 1 disebutkan bahwa pendapatan asli 

daerah bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 

milik daerah yang dipisahkan, Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Menurut Halim & Kusufi ( 2012:101), Seluruh pemasukan yang diperoleh 

pemerintah daerah yang bersumber dari potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut disebut pendapatan asli daerah. Sedangkan menurut Deddi Nordiawan et 
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al. (2012:181), pendapatan asli daerah adalah hasil dari sumber daya dan potensi 

yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Komponen pendapatan ini termasuk pajak 

daerah, retribusi, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

dan sumber lain yang diakui secara hukum sebagai PAD.  

   6. Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Halim (2004: 322 ), potensi sumber PAD terdiri dari setiap entitas 

yang memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap jumlah PAD. 

Faktor pendukungnya, bagaimanapun, adalah kemampuan manajemen 

pengadministrasiannya. Rata-rata pendapatan perkapita atau rata-rata daya beli 

penduduk suatu wilayah dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

perekonomian di wilayah tersebut. Dengan kata lain, tingkat kesejahteraan 

masyarakatnya bergantung padanya. Faktor – faktor tambahan yang mendukung 

adalah :  

a. Lokasi geografis wilayah. 

b. Kualitas tanah.  

c. Kekayaan hasil terdiri dari hasil tambang. 

d. Jumlah penduduk. 

e. Usaha terdiri dari usaha ekonomi yang menghasilkan pekerjaan dan usaha.  

Dari perspektif pengadministrasian, upaya untuk meningkatkan PAD dilakukan 

melalui akomodasi pendapatan, perbaikan organisasi, penyempurnaan 

administrasi, penyesuaian tarif, koordinasi pemungut, pencegahan kebocoran, dll. 

   7. Pajak Daerah  

a. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Anggoro, D. D. ( 2017: 18- 19 ) pajak daerah yaitu pajak – pajak 

yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar 

pajak ( wajib pajak ) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah 

daerah.  Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai 

peranan ganda yaitu: 

  a. Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary). 

  b. Sebagai alat pengatur (regulatory). 
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b. Jenis Pajak dan Objek Pajak 

Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi 

dan Pajak Kabupaten/Kota. 

  a. Pajak Provinsi terdiri dari : 

                  1) Pajak Kendaraan Bermotor; 

                  2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

                   3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; 

                   4) Pajak Air Permukaan; dan 

                   5) Pajak Rokok 

b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: 

 1) Pajak Hotel 

                   2) Pajak Restoran 

                   3) Pajak Hiburan 

                   4) Pajak Reklame 

                   5) Pajak Penerangan Jalan 

                   6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

       7) Pajak Parkir 

       8) Pajak Air Tanah 

       9) Pajak Sarang Burung Walet  

      10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

                  11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

    8. Pajak Restoran 

a. Pengertian Pajak Restoran 

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.  

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut 

bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering ( Pasal 1 angka 6 Perbup Bantul No. 105 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran ). 

Pajak hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang 

menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 
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kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang 

No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

b. Subjek Pajak Restoran 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak 

( Pasal 1 angka 8 Perbup Bantul No. 105 Tahun 2015 Tentang Tata Cara 

Pengelolaan Pajak Restoran ). Subjek Pajak Restoran adalah pihak yang dikenai 

atau dibebankan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PB1), yaitu konsumen yang 

menikmati pelayanan dari restoran. Konsumen ini dapat berupa perorangan 

maupun badan usaha yang memanfaatkan jasa yang disediakan restoran. Dengan 

demikian, PB1 bukanlah tanggungan pemilik restoran secara langsung, melainkan 

merupakan kewajiban yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan menurut 

Fitriya (2023), Subjek pajak restoran dibayarkan oleh pembeli bersamaan dengan 

pembayaran atas makanan atau minuman, karena besaran pajak tersebut sudah 

tercantum secara jelas dalam struk atau nota pembelian dari restoran. 

 c. Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran 

Objek pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.  

Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

pelayanan penjualan makanan tempat pelayanan maupun di tempat lain. (Pasal 37 

Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah). Pelayanan yang disediakan restoran yang nilai penjualannya tidak 

melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dengan 

ketentuan ini, maka tiap kabupaten/kota harus menetapkan besaran omzet usaha 

restoran yang tidak dikenai pajak restoran. 

d. Wajib Pajak Restoran 

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan 

Restoran (Pasal 38 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah). Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, 

meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan daerah pajak ( Pasal 1 angka 9 Perbup Bantul No. 105 Tahun 

2015 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran ). 
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e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran  

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima 

atau yang seharusnya diterima Restoran (Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

f. Tarif Pajak Restoran 

Tarif pajak restoran  ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). 

Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 40 Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

g. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan 

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat 2 dengan dasar 

pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 Pajak Restoran 

yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi (Pasal 41 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi 

Daerah). 

   9. Pajak Hotel  

a. Pengertian Pajak Hotel 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel Subjek 

pajak restoran adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk 

jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, 

gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan 

sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh ( Pasal 1 

Angka 8 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak 

Hotel ). 

b. Subjek Dan Wajib  Pajak Hotel 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak, Wajib 

Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak 

dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ( Pasal 1 

Angka 10 Perbup Bantul No. 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak 

Hotel ). Sedangkan menurut Pasal 33 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah), Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau 
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Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Hotel. Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang 

mengusahakan Hotel 

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Hotel 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya 

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan 

hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas 

telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, 

dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Tidak termasuk 

objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:  

a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau         

Pemerintah    

    b. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;  

                c. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

 d. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, 

dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan e. jasa biro perjalanan atau perjalanan 

wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum 

(Pasal 32 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah). 

d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel 

Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada Hotel. (Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

            e. Tarif Pajak Hotel 

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).Tarif 

Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 35 Undang-Undang No. 

28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

f. Besaran Pokok dan Wilayah Pemungutan 

Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34. Pajak Hotel yang terutang dipungut di 
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wilayah daerah tempat Hotel berlokasi. (Pasal 36 Undang-Undang No. 28 Tahun 

2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). 

     10. Efektivitas  

            a. Pengertian Efektivitas 

Menurut Mahsun (2013:182), efektivitas mengacu pada sejauh mana 

keluaran suatu kegiatan dapat memenuhi tujuan. Secara umum, tingkat 

keberhasilan pencapaian target kebijakan ditentukan oleh efektivitas. Jika sebuah 

kegiatan operasional dapat dilaksanakan dengan cara yang mampu menghasilkan 

dampak yang sesuai dengan tujuan akhir dari kebijakan yang dirancang, atau 

dengan kata lain, mencerminkan prinsip penggunaan sumber daya secara 

bijaksana, maka kegiatan tersebut dapat dianggap efektif. 

Menurut Mahmudi (2015:86) efektivitas merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan. Dari penjelasan tersebut efektivitas memiliki hubungan 

dengan tingkat keberhasilan dari program yang dijalankan, sehingga program 

tersebut dapat dikatakan efektif apabila telah dilaksanakan dan memiliki pengaruh 

terhadap sasaran yang telah ditentukan.  

b. Rumus  Efektivitas  

Rumus perhitungan efektivitas pajak menurut Mahmudi (2010). 

Efektivitas = Realisasi Pajak Restoran x 100% 

 
Target Pajak Restoran 

 

c. Pengukuran Efektivitas  

Menurut Mahsun ( 2013:183) pengukuran efektivitas dilihat dari berhasil 

tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Suatu organisasi dianggap berjalan 

dengan efektif apabila berhasil mencapai tujuan. Salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan adalah bahwa efektivitas tidak menunjukkan jumlah biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya mungkin melebihi perkiraan; 

mereka mungkin dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada 

perkiraan awal. 

Tabel 2 Klasifikasi Kriteria Efektivitas 

No Persentase Efektivitas Kriteria 

1 >100% Sangat efektif 

2 90%-100% Efektif 
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3 80%-90% Cukup efektif 

4 60%-80% Kurang efektif 

5 <60% Tidak efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al, 2022)  

11. Kontribusi 

            a. Pengertian Kontribusi 

Pengertian Kontribusi Secara etimologis dalam kamus besar bahasa 

Indonesia (KBBI), kontribusi diartikan sebagai sumbangan. Merujuk pada makna 

tersebut, maka secara umum kita dapat menjelaskan bahwa kontribusi merupakan 

daya dukung atau sumbangsih yang diberikan oleh sesuatu hal, yang memberi 

peran atas tercapainya sesuatu yang lebih baik. 

Menurut Halim dalam (Mulatsih dkk., 2022) kontribusi dapat diartikan sebagai 

proses mengukur hasil perolehan pendapatan yang telah diberikan terhadap PAD 

dengan skala semakin tinggi hasil persentase yang didapat maka kontribusi akan 

meningkat. 

           b. Rumus Kontribusi  

Rumus perhitungan kontribusi pajak menurut Mahmudi (2010). 

Kontribusi = Realisasi Pajak  x 100% 

 
Total PAD 

 

c. Pengukuran Efektivitas  

Tabel 3 Klasifikasi Kriteria Kontribusi 

No Persentase Kontribusi Kristeria 

1 0,00%-10% Sangat kurang 

2 10,10%-20% Kurang 

3 20,10%-30% Sedang 

4 30,10%-40% Cukup Baik 

5 40,10%-50% Baik 

6 >50% Sangat Baik 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 (Mulatsih, M., et al,2022) 

 B. Penelitian Terdahulu 

Tinjauan penelitian sebelumnya sangat penting untuk proses penelitian karena 

membantu mendukung dan memperkuat kerangka berpikir peneliti dalam konteks 
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efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya dalam peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah. 

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan dalam 

penelitian ini: 

   a. Ardiles (2014) 

                  Dalam penelitian  (Ardiles & Mulyan, 2014) yang berjudul “ Analisis     

Potensi dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota 

Padang ”, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, dan 

kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota Padang. Penelitian ini dilakukan 

secara deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan analisis 

potensi, kontribusi, dan efektivitas pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pemungutan pajak hotel dari tahun 2008–2014 tergolong efektif jika 

dilihat dari perbandingan target dan realisasi, dengan rata-rata efektivitas 

sebesar 108,26%. Namun, jika dilihat dari perbandingan potensi dan realisasi, 

rata-rata efektivitas hanya 53,01%, yang berarti tidak efektif. Hal ini 

menunjukkan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dibandingkan 

potensi sebenarnya, sehingga pemerintah daerah belum optimal dalam 

menggali potensi pajak hotel yang ada. 

   b. Shofiatul Andaria (2015) 

Dalam penelitian (Andaria dkk., 2015) berjudul “Analisis Efektivitas 

dan Kontribusi Pajak Hotel bagi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Malang” adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi 

pajak hotel terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas 

penerimaan pajak hotel selama periode 2010–2014 tergolong efektif, dengan 

nilai efektivitas selalu di atas 90%, meskipun mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2011 (176,70%) dan terendah 

pada tahun 2014 (110,05%). 

Namun, kontribusi pajak hotel terhadap PAD tergolong sangat rendah, 

rata-rata hanya 0,52%, dan menunjukkan tren penurunan, terutama pada tahun 

2014 yang hanya mencapai 1,07%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh 

masih lemahnya kepatuhan Wajib Pajak, kurang optimalnya pendaftaran usaha 

hotel, serta masih dominannya strategi penagihan aktif (jemput bola) oleh 



21 

 

petugas pajak. Hal ini menandakan bahwa meskipun penerimaan pajak hotel 

tergolong efektif dari sisi target, kontribusinya terhadap PAD secara 

keseluruhan masih belum signifikan. 

                c. Yun Fitriano & Zahrah Indah Ferina (2021) 

            Dalam penelitian (Fitriano & Ferina, 2021) yang berjudul “Analisis 

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu”, tujuan penelitian adalah 

untuk mengetahui efektivitas, dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran 

terhadap PAD Kota Bengkulu. Dalam penelitian in, jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Untuk jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder pajak hotel dan pajak restoran yang 

bersumber dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah 

Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2015 sampai dengan 2018. Berdasarkan hasil 

analisis, efektivitas pajak hotel dan restoran cenderung fluktuatif dan belum 

mencapai kategori sangat efektif, karena realisasi penerimaan masih berada di 

bawah 100% dari target. Rata-rata efektivitas pajak hotel berkisar antara 

77,04%–90,71%, sedangkan pajak restoran antara 74,80%–85,92%. 

Namun demikian, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD 

tergolong tinggi, karena selalu berada di atas 4% setiap tahunnya. Pajak hotel 

memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2018 sebesar 12,81%, sedangkan 

pajak restoran tertinggi pada tahun yang sama sebesar 11,26%. Kesenjangan 

antara potensi dan target pajak disebabkan oleh ketidaktepatan dalam 

penetapan target oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Meskipun demikian, 

keberhasilan menjaga hubungan baik dengan pelaku usaha hotel dan restoran 

membantu menjaga stabilitas penerimaan pajak daerah, menjadikan kedua 

jenis pajak ini sebagai penyumbang penting dalam PAD Kota Bengkulu. 

               d. Herlinda Puspa Juwita & Amir Hidayatulloh (2024) 

           Dalam penelitian (Juwita & Hidayatulloh, 2024) yang berjudul 

“Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Parkir Di 

Kabupaten Bantul”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas, 

dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap PAD di 

Kabupaten Bantul. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang 

nantinya akan mendeskripsikan realisasi, target penerimaan, menghitung 
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efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir, serta 

menganalisis kontribusinya atas penerimaan PAD. Penelitian ini memakai data 

primer yang diambil secara langsung dari pihak BPKPAD Kabupaten Bantul 

melalui wawancara dan data sekunder dalam penelitian didapat dari dokumen 

resmi BPKPAD Kabupaten Bantul dan dokumen pendukung lainnya. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak 

restoran termasuk dalam kategori sangat efektif, dengan nilai efektivitas selalu 

di atas 100%. Peningkatan efektivitas ini, terutama selama masa pandemi 

COVID-19, disebabkan oleh penyesuaian target penerimaan pajak oleh 

pemerintah daerah, sehingga realisasi terlihat melebihi target. Namun, 

kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD cenderung fluktuatif dan 

relatif rendah, masing-masing berkisar antara 1,92% hingga 2,99%. Penurunan 

kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020, yang disebabkan oleh dampak 

pandemi dan kebijakan pembebasan pajak, PSBB, serta PPKM yang 

membatasi aktivitas masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap penurunan 

pendapatan sektor perhotelan dan restoran. Secara keseluruhan, meskipun 

efektivitas pemungutan pajak tergolong sangat baik, kontribusinya terhadap 

PAD masih belum maksimal, terutama karena dampak pandemi dan kebijakan 

fiskal yang bersifat relaksasi. Pemerintah perlu lebih optimal dalam menggali 

potensi pajak serta menetapkan target yang realistis namun mencerminkan 

potensi sesungguhnya. 

   e. Panji Septiawan (2021) 

Dalam penelitian (Septiawan Panji, 2021) berjudul “Analisis Efisiensi, 

Efektivitas Dan Elastisitas Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Sleman”. 

adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel terhadap 

PAD. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan 

elastisitas pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan dan 

pajak parkir di Kabupaten Sleman. Dalam penelitian in, jenis penelitian yang 

digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan menggunakan data primer 

dan sekunder berupa time series pada tahun 2015 – 2019. Data primer pada 

penelitian ini berupa wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Sleman. 

Sedangkan data sekunder pada penelitian ini berupa dokumentasi dari BKAD 
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dan BPS Kabupaten Sleman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

efektivitas pajak hotel hanya sebesar 56,15%, yang termasuk dalam kategori 

tidak efektif, sementara efektivitas pajak restoran sebesar 67,52%, yang 

dikategorikan kurang efektif. 

Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh dampak langsung pandemi, 

seperti pembatasan aktivitas masyarakat dan himbauan untuk menjauhi 

kerumunan, yang berdampak pada turunnya jumlah pengunjung hotel dan 

restoran. Meskipun target pajak restoran sudah diturunkan dari tahun 

sebelumnya, penurunan realisasi penerimaan tetap terjadi, sehingga efektivitas 

pajak tetap menurun. Kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak 

signifikan terhadap penurunan efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran 

di Kabupaten Tana Toraja. Hal ini menunjukkan pentingnya penyesuaian 

strategi pengelolaan pajak daerah dalam situasi krisis, agar tetap dapat 

mengoptimalkan penerimaan pajak meski dalam kondisi sulit. 

          f. Sri Nirmala Sari & Veronika Sari Den Ka (2022) 

           Dalam penelitian (Bannelimbong, 2022)  berjudul “Analisis Efektivitas 

Pajak Daerah Di Kabupaten Tana Toraja Di Masa Pandemi Covid 2019”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif pajak hotel dan 

pajak restoran di Kabupaten Tana Toraja. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sumber data primer yang diperoleh 

berupa target pajak daerah tahun 2020 dan realisasi penerimaan pajak daerah 

tahun 2020 Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari Badan Pendapatan 

Daerah dan data wawancara.  

           Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel pada tahun 

2020 hanya mencapai 56,15% yang tergolong tidak efektif, sedangkan 

efektivitas pajak restoran sebesar 67,52% yang termasuk dalam kategori 

kurang efektif. Penurunan efektivitas ini disebabkan oleh kebijakan 

pemerintah daerah yang menghimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan 

guna mencegah penyebaran virus, sehingga jumlah pengunjung hotel dan 

restoran menurun drastis. Kondisi ini berdampak langsung pada penurunan 

realisasi penerimaan pajak. Meskipun target pajak hotel dinaikkan dari tahun 

sebelumnya dan target pajak restoran telah diturunkan, realisasi penerimaan 

tetap menurun karena lesunya aktivitas ekonomi di sektor tersebut akibat 
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pandemi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 

memberikan dampak signifikan terhadap rendahnya efektivitas pemungutan 

pajak hotel dan restoran di Kabupaten Tana Toraja. 

   g. Mutiara Asri Sekar Ningrum (2024) 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan 

kontribusi pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik penelitian studi 

lapangan, wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak restoran selama 

periode 2019–2023 tergolong sangat efektif, dengan capaian selalu di atas 

100%. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 287,47%, yang 

dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam menurunkan target pajak akibat 

melemahnya kondisi ekonomi selama pandemi COVID-19. 

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, pajak restoran masih 

tergolong sangat kurang, dengan persentase kontribusi tahunan berada di 

bawah 1%, meskipun secara bertahap mengalami peningkatan dari 0,18% pada 

tahun 2019 menjadi 0,33% pada tahun 2023. Rata-rata kontribusinya secara 

keseluruhan tercatat sebesar 6,7%. Rendahnya kontribusi ini disebabkan oleh 

kurang optimalnya upaya penagihan pajak oleh pemerintah daerah. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak 

restoran sangat tinggi, kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Wonogiri 

masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi 

yang belum tergali sepenuhnya dan dapat ditingkatkan melalui strategi 

intensifikasi penagihan dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah. 

h. Bryan Gregorius Koyongian, Tressje Runtu, dan Priscillia Weku  (2022) 

Dalam penelitian (Koyongian, R, & Weku, 2022) berjudul “Analisis 

Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa efektif dan kontribusi pajak hotel dan pajak 

restoran terhadap PAD di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menggunakan 

metode deskripsi yang menggunakan sumber data sekunder yaitu berupa data 

target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai 

atau dokumen dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Banggai. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel cenderung menurun, 

dengan capaian tertinggi pada tahun 2017 sebesar 111,34% dan paling rendah 

pada tahun 2020 sebesar 17,45%. Rata-rata efektivitasnya berada dalam 

kategori kurang efektif hingga tidak efektif, terutama dipengaruhi oleh dampak 

pandemi COVID-19 yang menyebabkan menurunnya aktivitas perhotelan dan 

tidak tercapainya target penerimaan. 

Sementara itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD juga tergolong 

kecil, berkisar antara 0,76% hingga 1,62%. Rendahnya kontribusi ini 

disebabkan oleh situasi pandemi serta penetapan target kontribusi yang kurang 

optimal. Di sisi lain, efektivitas pajak restoran relatif lebih stabil dan berada 

dalam kategori efektif, dengan rata-rata efektivitas sebesar 90,25%. Meskipun 

sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, penerimaan 

pajak restoran tetap tergolong cukup baik. Namun demikian, kontribusi pajak 

restoran terhadap PAD masih tergolong kecil, dengan rata-rata kontribusi 

sebesar 5,76%. Walaupun kecil, kontribusi ini menunjukkan nilai yang relatif 

konsisten dan cukup besar dibandingkan jenis pajak lainnya, sehingga 

menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki potensi yang besar untuk 

meningkatkan PAD apabila dikelola dan digali secara optimal oleh pemerintah 

daerah. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pajak hotel di Kabupaten 

Banggai belum efektif dan kontribusinya masih rendah, sedangkan pajak 

restoran tergolong efektif namun kontribusinya juga masih belum maksimal, 

sehingga pemerintah perlu meningkatkan strategi pengelolaan dan 

pemanfaatan potensi pajak daerah secara lebih optimal. 

               i. Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Ali (2021) 

 Dalam Penelitian (Fitriyani dkk., 2021) berjudul “Analisis Laju 

Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Dalam 

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas 

pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode data deskriptif kualitatif 

yang menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan 
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permasalahan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran tergolong sangat efektif, karena 

nilai efektivitas setiap tahunnya umumnya melebihi 100%. Efektivitas pajak 

hotel tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 164,72%, sedangkan efektivitas 

pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 125,50%. Meskipun 

terdapat penurunan efektivitas pada pajak hotel pada tahun 2019 dan 2020, 

secara keseluruhan efektivitas tetap berada pada kategori efektif hingga sangat 

efektif. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Metro dalam 

mencapai atau bahkan melampaui target penerimaan dari sektor pajak hotel 

dan restoran. 

Namun, dari sisi kontribusi terhadap PAD, baik pajak hotel maupun 

pajak restoran masih tergolong sangat kurang. Rata-rata kontribusi pajak hotel 

hanya sebesar 0,183% per tahun, dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2018 

sebesar 0,299%. Sementara itu, kontribusi pajak restoran lebih tinggi, dengan 

rata-rata 0,966% per tahun, namun tetap berada dalam kategori sangat kurang 

karena tidak mencapai 10% dari PAD. Meskipun kontribusinya masih rendah, 

pajak restoran menunjukkan potensi yang lebih besar dibandingkan pajak 

hotel, terutama karena berkembangnya sektor kuliner di Kota Metro, seperti 

restoran, kafe, dan rumah makan yang menarik minat masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun efektivitas 

pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Metro tergolong sangat baik, 

kontribusinya terhadap PAD masih rendah, sehingga perlu dilakukan upaya 

optimalisasi pengelolaan sektor-sektor potensial untuk meningkatkan 

kontribusinya terhadap pendapatan daerah.  

              j. Ridho Firdausi Fadlulloh  

Dalam penelitian (Fadlulloh, 2020) berjudul “Analisis Efektivitas, 

Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Hasil Pajak Daerah Di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 - 2019”.Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak hotel 

hasil pajak daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder berbentuk laporan keuangan kota/kabupaten di 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode 2013-2019 dan 

pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu peneliti menyelidiki 
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benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulen rapat, peraturan-peraturan, 

dokumen, majalah, catatan harian dan lainnya.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak hotel 

tergolong sangat efektif, dengan persentase selalu di atas 100% setiap 

tahunnya. Efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 126,84%, dan 

terendah pada tahun 2019 sebesar 109,77%. Secara rata-rata, efektivitas pajak 

hotel mencapai 118,61%, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah 

berhasil merealisasikan penerimaan pajak hotel melebihi target yang telah 

ditetapkan. Namun, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) masih tergolong rendah, yaitu rata-rata hanya 1,23% selama periode 

lima tahun tersebut. Meskipun efektivitas tinggi, kontribusi yang rendah 

menunjukkan bahwa potensi pajak hotel belum tergali secara optimal. 

Penyebab utamanya adalah belum maksimalnya pembaruan data hotel yang 

aktif di wilayah tersebut serta masih kurangnya intensitas pengawasan dan 

penagihan terhadap para wajib pajak hotel. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pajak hotel di 

Provinsi DIY telah dikelola dengan sangat efektif dari segi pencapaian target, 

kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah 

perlu meningkatkan pendataan, pengawasan, dan strategi penagihan untuk 

mengoptimalkan potensi penerimaan dari sektor pajak hotel. 
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          BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 
    A.  Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Menurut (Creswell, 2023:37-40), penelitian 

kuantitatif merupakan pendekatan untuk membuktikan sebuah teori dengan cara 

mengukur beberapa variabel yang digunakan. Pengukuran variabel ini kemudian 

dianalisis menggunakan statistika dan memiliki data berupa angka. Hasil yang 

didapatkan berupa data yang biasanya digambarkan menggunakan tabel, grafik, 

dan lainnya. Tujuan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk membuktikan dan 

mengembangkan teori serta hipotesis-hipotesis yang berkaitan terhadap sebuah 

objek atau fenomena yang sedang terjadi. Menurut (Sugiyono 2017:35) penelitian 

deskriptif yaitu penelitian  yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik hanya pada  satu variabel atau lebih (variabel independen) tanpa 

membuat perbandingan  dan mencari hubungan dengan variabel lain. Metode 

deskriptif terpusat  dalam hal melakukan pemecahan masalah-masalah yang ada 

pada saat ini.  Data yang dikumpulkan awalnya disusun, lalu dijelaskan dan 

terakhir  dianalisa (oleh karena itu metode ini biasanya disebut metode analitik). 

Dalam penelitian ini berusaha untuk menjelaskan, menggambarkan dan 

menganalisis tingkat efektivitas dan kontribusi yang diberikan pajak restoran dan 

pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. 

    B.  Subjek dan Objek Penelitian 

Objek dan subjek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan tujuan 

tertentu mengenai suatu hal yang akan dibuktikan secara objektif. Menurut 

(Sugiyono, 2013:32) subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Sedangkan menurut (Suriani dkk., 2023)  

subjek penelitian adalah elemen yang merujuk pada individu, kelompok, atau 

objek yang menjadi fokus utama bagi peneliti dalam proses penelitian, serta 

menjadi sumber dimana data dapat dikumpulkan dalam konteks penelitian. Oleh 

karena itu, subjek penelitian yang akan dianalisis untuk mendapatkan informasi 
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dan wawasan yang relevan dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. 

Subjek penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dan 

Objek penelitian ini adalah tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan 

pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah pada periode  2018-2024 di Kabupaten 

Bantul. 

    C. Jenis dan Sumber Data 

Menurut (Husein Umar, 2013:42) data primer adalah data yang didapat dari 

sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara 

atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Menurut (Nur 

Indrianto dan Bambang Supomo,2013:143) data sekunder data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain). Contoh data sekunder misalnya catatan atau dokumentasi 

perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan 

pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagianya. Pada penelitian 

ini menggunakan data primer dan sekunder  pada periode 2018 – 2024. Data primer 

pada penelitian ini berupa  wawancara dari pihak BKAD Kabupaten Bantul. 

Sedangkan data sekunder  pada penelitian ini berupa dokumentasi berupa Laporan 

Realisasi Anggaran (LRA)  dari BPKPAD Kabupaten Bantul. 

    D. Teknik Pengumpulan Data  

Menurut (Sugiyono, 2013:224) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 

peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa teknik 

pengumpulan data memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan penelitian 

yang ingin diselesaikan. Permasalahan dalam penelitian berperan dalam 

menentukan arah serta mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data yang 

tepat. Teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan penulis dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Dokumentasi 

Menurut (Sugiyono,2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 
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dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, laporan, dan keterangan 

yang mendukung dalam penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, 

Pendapatan,dan Aset Daerah Kabupaten Bantul periode 2018-2024. 

2. Studi Pustaka 

Menurut (Adlini dkk., 2022) studi pustaka merupakan suatu pendekatan ilmu yang 

dilakukan melalui eksplorasi dan analisis terhadap berbagai sumber literatur guna 

memperoleh data penelitian. Metode ini melibatkan pemahaman mendalam 

terhadap teori – teori yang relevan dari berbagai referensi terkait topik yang diteliti. 

Studi atau bahan pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir adalah 

buku – buku literatur, jurnal artikel, Undang – Undang 1945, peraturan pemerintah 

dan daerah, serta berbagai sumber informasi terkait tingkat efektivitas dan 

kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap PAD. 

3. Wawancara ( Interview ) 

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono,2013:231) wawancara merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dari pengertian diatas penulis 

menyimpulkan bahwa Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah 

tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antara penulis dan pihak yang 

berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Ibu Herwina Dian 

Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Subbidang Penagihan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah di BPKPAD Kabupaten Bantul. 

   E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menurut (Sugiyono,2018:482) adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Sedangkan menurut (Moleong,2017:280-281) analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 
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uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data. Dalam analisis data penulisan Tugas Akhir 

penulis menggunakan rasio keuangan daerah. Terdapat 2 (dua) analisis rasio yaitu 

rasio efektivitas pajak daerah dan rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

            BAB IV 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

 
    A. Profil Sejarah Pembentukan BPKPAD 

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum 

menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa 

kali sebagai berikut : 

1. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) 

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa 

dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan 

langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja 

kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi 

manajemen yang akurat dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari 

Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul. 

2. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi 

perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan 

kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat 

mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di 

bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan 

merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi 

Dinas Pendapatan. 
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3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan 

bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul maka nomenklatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Badan Keuangan dan 

Aset Daerah dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan. Selanjutnya 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan 

agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. 

4. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, 

diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi 

dan tepat ukuran (rightsizing). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan 

dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan 

dan Aset Daerah dengan Tipe A. Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset 

Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan 

tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan. BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai 

Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.  
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B. Misi dan Visi  

Visi dari BPKPAD Bantul adalah untuk mewujudkan masyarakat 

Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan Pancasila dan UUD 

1945 dalam bingkai NKRI yang berBhineka Tunggal Ika. Secara filosofi visi 

tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang: 

1. Harmonis yang tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, 

serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi. 

2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, 

memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan 

sosial. 

3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati 

pembangunan Bantul secara merata. 

Sebagai langkah nyata untuk mencapai visi tersebut, misi dari BPKPAD Bantul 

yaitu : 

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, 

bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima. 

2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya 

istimewa. 

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan 

investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. 

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan resiko 

bencana 

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian 

Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. 

    C. Tugas dan Fungsi BPKPAD Bantul 

Tugas 

    Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan 

Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah . BPKPAD mempunyai 
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tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan 

pemerintahan bidang keuangan. 

Fungsi 

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, 

dan aset; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, 

pendapatan, dan aset; 

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, 

pendapatan,  dan aset; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, 

pendapatan, dan aset; 

e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan 

Aset Daerah; 

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 

     D. Pelayanan BPKPAD  

a. Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang Penagihan dan Penetapan 

Tabel 4 Layanan Bidang Pelayanan dan Pendapatan serta Bidang 

Penagihan dan Penetapan 

No. Layanan Perpajakan 

1 Layanan Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) 

2 Layanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( BPHTB ) 

3 Layanan Pajak Hotel 

4 Layanan Pajak Restoran 

5 Layanan Pajak Hiburan 

6 Layanan Pajak Reklame 

7 Layanan Pajak Penerangan Jalan 

8 Layanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

9 Layanan Pajak Parkir 

10 Layanan Pajak Air Tanah 
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11 Layanan Sarang Burung Walet 

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 

b. Bidang Perbendaharaan 

Tabel 5 Layanan Bidang Perbendaharaan 

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 

c.  Bidang Anggaran 

Tabel 6 Layanan Bidang Anggaran 

No. Layanan Konsultas  Anggaran 

1 Konsultasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) 

2 Konsultasi DPA 

3 Konsultasi Surat Penyediaan Dana ( SPD ) 

4 Konsultasi Anggaran Kas 

Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 

d. Bidang Akuntansi 

Tabel 7 Layanan Bidang Akuntansi 

No. Layanan Konsultasi Akuntansi dan Laporan Keuangan Daerah 

1 Permohonan Pengisian Neraca 

2 Pembuatan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) 

3 Pembuatan Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ) 

4 Pelaporan Laporan Operasional 

   Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 

 

 

 

 

 

No. Layanan Perbendaharaan 

1 Pengambilan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran ( SKPP ) 

2 Permohonan Surat Perintah Membayar ( SPM ) 

3 Permohonan Peremajaan Gaji 
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       e. Bidang Aset 

Tabel 8 Layanan Bidang Aset 

No. Layanan Konsultasi Pelaporan Barang Milik Daerah 

1 Konsultasi Penatausahaan dan Penghapusan Aset , Kesediaan 

2 Konsultasi Optimalisasi dan Perencanaan Barang Milik Daerah 

   Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025 

 

    E. Struktur Organisasi  

Gambar 1 

Struktur Organisasi BKPAD Bantul 

 
Sumber: BPKPAD Kabupaten Bantul, 2025. 

    F. Bentuk Usaha  

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, 

pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Badan dan 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. 

    G. Data Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul 

Berikut merupakan data mengenai perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman 

pada tahun 2021-2023 : 

 



38 

 

Tabel 9 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul 

2018- 2024 

Tahun 

Target  

Anggaran PAD Realisasi PAD 

 

2018 Rp 432,545,767,309 Rp 462,653,956,229  

2019 Rp 467,159,577,195 Rp 505,929,472,001  

2020 Rp 420,780,615,321 Rp 479,610,812,119  

2021 Rp 443,536,988,887 Rp 491,670,724,028  

2022 Rp 520,854,008,396 Rp 540,572,423,372  

2023 Rp 539,285,322,834 Rp 587,435,038,672  

2024 Rp  618,610,087,119 Rp 638,567,864,259  

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 

(BPKPAD) Kabupaten Bantul 

Dilihat dari data perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Bantul dari tahun 2018 hingga 2024 terlihat bahwa realisasi PAD setiap 

tahunnya berhasil melampaui target anggaran yang telah direncanakan 

pemerintah daerah. Namun anggaran yang ditetapkan setiap tahunnya 

mengalami fluktuasi. Terlihat bahwa pada tahun 2019, target anggaran 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan 

pemerintah melakukan evaluasi terhadap capaian PAD tahun sebelumnya yang 

menunjukan kinerja positif, maka dari itu pemerintah menetapkan target 

anggaran yang lebih tinggi di tahun 2019. Namun, di tahun 2020 target anggaran 

mengalami penurunan yang cukup signifikan tetapi realisasi tetap lebih tinggi 

dari target yang ditentukan. Penurunan target anggaran tahun 2020 ini 

dikarenakan adanya pandemi Covid – 19 yang mulai melanda di Indonesia. 

Adanya pandemi ini pemerintah mengeluarkan kebijakan lockdown atau 

pembatasan social. Kebijakan tersebut membuat banyak sektor usaha yang harus 

mengalami penutupan aktivitas sehingga perekonomian mengalami penurunan. 

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah melakukan kebijakan penurunan target 

anggaran pada tahun 2020 secara realistis. Di tahun berikutnya yakni tahun 

2021,2022,2023, dan 2024 target anggaran PAD kembali mengalami kenaikan 

secara bertahap. Meskipun kondisi pasca Covid - 19 belum sepenuhnya pulih, 

pada tahun 2021 pemerintah kembali menaikan target anggaran PAD sebagai 
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upaya pemulihan fiskal. Begitupun dengan tahun 2022, 2023, dan 2024 dimana 

aktivitas ekonomi mulai membaik karena pembebasan kebijakan lockdown. 

    H. Analisis Efektivitas  

Salah satu indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah berhasil 

mencapai target penerimaan pajak mereka adalah efikasi penerimaan pajak. Apabila 

realisasi penerimaan pajak mendekati atau melebihi target, maka efikasi dianggap 

tinggi.  

            1. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Restoran  

Tabel 10  Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul 

 

              Gambar 2 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 - 2024 
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Tahun 

Target 

Penerimaan  

Realisasi 

Penerimaan 

Efektivitas 

% Kriteria 

2018 Rp 9,516,100,000 Rp 12,200,886,408 128,21% 

Sangat 

Efektivitas 

2019 Rp 12,000,000,000 Rp 15,137,093,141 
126,14% 

Sangat 

Efektivitas 

2020 Rp 6,700,000,000 Rp 9,207,214,235 137,42% 

Sangat 

Efektivitas 

2021 Rp 14,022,099,568 Rp 14,669,779,105 104,62% 

Sangat 

Efektivitas 

2022 Rp 19,000,000,000 Rp 22,867,157,538 120,35% 

Sangat 

Efektivitas 

2023 Rp 27,000,000,000 Rp 31,135,851,736 115,32% 

Sangat 

Efektivitas 

2024 Rp 30,000,000,000 Rp 34,622,296,937 115,41% 

Sangat 

Efektivitas 

 Rata – Rata  121,07% 

Sangat 

Efektivitas 
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Pembahasan : 

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 

hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu 

melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2018, pelaksanaan pemungutan pajak 

restoran tergolong sangat efektif realisasi hal ini dikarenakan stabilitas ekonomi 

daerah yang cukup baik sehingga banyaknya warga mendirikan restoran dan rumah 

makan baru di Kabupaten Bantul. Di tahun 2019 efektivitas pajak restoran 

mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun  realisasinya 

tetap melampaui dari target yang ditentukan. Penurunan persentase efektivitas 

tersebut dikarenakan adanya kenaikan target penerimaan yang dilakukan 

pemerintah daerah dan juga pada saat yang sama munculnya pandemi  Covid – 19 

pada akhir tahun. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya sektor usaha yang 

melibatkan interaksi langsung dengan masyarakat, seperti restoran dan rumah 

makan. Beberapa pelaku usaha mulai mengalami penurunan pengunjung, 

pembatasan jam operasional, dan ketidakpastian ekonomi, yang berdampak pada 

menurunnya omzet usaha. 

 Pernyataan tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Ibu Herwina 

Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan 

Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul.  

Beliau menyampaikan bahwa: 

"Penurunan penerimaan jelas karena COVID-19. Pada masa itu kan semua aspek 

berdampak ya, karena ada kebijakan lockdown sehingga tidak boleh adanya 

interaksi sosial. Otomatis restoran dan tempat makan jadi sepi, banyak yang tutup 

sementara, bahkan ada yang berhenti total. Dampaknya jelas ke omzet, dan dari 

situ berpengaruh ke penerimaan pajak restoran." 

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian 

mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan 

itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, 

hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru 

berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 

2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut." 

Pada tahun 2020, efektivitas penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan 

dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini bukan disebabkan oleh meningkatnya 
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pendapatan secara signifikan, melainkan karena adanya penurunan target penerimaan 

pajak restoran yang cukup drastis dari pemerintah daerah sebagai respons terhadap 

dampak pandemi COVID-19. Di tengah kondisi ekonomi yang melemah, pemerintah 

menetapkan target yang lebih realistis agar sesuai dengan situasi di lapangan.  Tahun 

2021 berbanding terbalik, efektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan 

dikarenakan pemerintah mulai menaikkan target penerimaan pajak restoran untuk 

menunjukkan optimisme terhadap pemulihan ekonomi, namun terjadi kesenjangan 

antara target penerimaan dan realisasinya yang tidak terlalu besar.  

Pada tahun 2022, 2023, dan 2024, efektivitas penerimaan pajak restoran terus 

mengalami kenaikan. Tren kenaikan efektivitas ini mencapai puncaknya pada tahun 

2022, yang merupakan tahun dengan lonjakan efektivitas tertinggi dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pasca pandemi, aktivitas usaha 

kuliner mengalami pemulihan yang cukup pesat, didukung oleh meningkatnya 

konsumsi masyarakat, bertambahnya jumlah pelaku usaha baru di bidang makanan dan 

minuman di Kabupaten Bantul. Selain itu, faktor kenaikan efektivitas ini dikarenakan 

pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengizinkan bisnis waralaba, seperti Olive Fried 

Chicken dan beberapa merek makanan lainnya, untuk beroperasi. Franchise restoran 

biasanya memiliki sistem bisnis yang lebih stabil, omset yang lebih besar, dan 

kepatuhan administrasi yang lebih baik, yang menghasilkan peningkatan penerimaan 

pajak restoran di Bantul. 

Dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bantul 

pada periode 2018 – 2024 sesuai kriteria yang tercantum dikategorikan sangat efektif. 

Hal ini dikarenakan realisasi setiap tahunnya mencapai lebih dari 100 persen dari 

target. Hasil penelitian ini sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sekar Ningrum (2024) dalam karya berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi 

Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan 

Daerah Kabupaten Wonogiri”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa efektivitas 

penerimaan pajak restoran tergolong sangat baik karena realisasinya secara konsisten 

melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan pemerintah daerah yang adaptif, 

seperti penyesuaian target pada masa pandemi dan pemberian insentif pajak, turut 

mendorong efektivitas capaian. 
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            2. Analisis dan Pembahasan Efektivitas Pajak Hotel 

Tabel 11 Tingkat Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Bantul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun 

Target 

Penerimaan 

Realisasi 

Penerimaan 

Efektivitas 

% Kriteria 

2018 Rp 2,400,000,000 Rp 2,725,071,153 

                

113,54 %  

Sangat 

Efektivitas 

2019 

                               

Rp 3,500,000,000   Rp 3,841,960,122 

                

109,77%  

Sangat 

Efektivitas 

2020 Rp 1,261,200,000  Rp 1,458,163,865  

                

115,62% 

Sangat 

Efektivitas 

2021 Rp 2,730,000,000  Rp 3,300,108,108 

                

120,88% 

Sangat 

Efektivitas 

2022 Rp 6,000,000,000  Rp 7,304,257,387 

                

121,74% 

Sangat 

Efektivitas 

2023 Rp 8,000,000,000  Rp 9,545,901,045 

                

119,32% 

Sangat 

Efektivitas 

2024 

 Rp 

30,000,000,000 

Rp 

34,622,296,937 

                

115,41% 

Sangat 

Efektivitas 

     Rata - Rata   

                

116.61 % 

Sangat 

Efektivitas 
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                  Gambar 3 Grafik Tingkat Efektivitas Pajak Hotel  Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 - 2024 

 

Pembahasan : 

Berdasarkan data efektivitas penerimaan pajak restoran dari tahun 2018 

hingga 2024, secara umum menunjukkan bahwa realisasi penerimaan selalu 

melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2018 tergolong sangat efektif dalam 

penerimaan pajak hotel karena banyak destinasi wisata baru yang mulai dikenal luas 

dan menarik minat wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Selain itu, Pemerintah 

Kabupaten Bantul juga secara aktif mengembangkan dan membangun berbagai 

destinasi wisata sehingga banyak wisatawan lokal atau asing berlibur atau 

menghabiskan waktu di Bantul yang meningkatnya hunian perhotelan. Tahun 2019, 

persentase efektivitas pajak hotel mengalami penurunan dibanding tahun 

sebelumnya. Hal ini terjadi karena target penerimaan dinaikkan cukup signifikan, 

namun kenaikan realisasi penerimaan tidak sebanding dengan kenaikan target 

tersebut. Selain itu, pada akhir tahun mulai muncul dampak dari pandemi Covid-19, 

yang menyebabkan penurunan jumlah wisatawan akibat pembatasan aktivitas sosial 

dan kekhawatiran masyarakat untuk bepergian. 

Pada tahun 2020, seperti pajak restoran bahwa terjadi peningkatan 

efektivitas yang bukan dikarenakan penerimaan melonjak tetapi target penerimaan 

yang diturunkan secara drastis sebagai respon dari pemerintah daerah dalam 

kondisi pandemi Covid – 19.  Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara 

dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang 
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Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, 

yang menyatakan: 

"Waktu itu target penerimaan memang kami sesuaikan karena kondisi pandemi 

yang sangat mempengaruhi aktivitas hotel. Banyak hotel yang sepi bahkan sempat 

tutup sementara. Maka dari itu, targetnya diturunkan agar lebih realistis, tapi 

ternyata realisasi masih bisa melebihi, jadi secara efektivitas justru terlihat 

meningkat."  

Target penerimaan pajak hotel terus meningkat pada tahun 2021, 2022, 

2023, dan 2024. Peningkatan target tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang 

mencerminkan harapan besar terhadap percepatan pemulihan sektor pariwisata dan 

peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Penetapan target yang lebih tinggi ini 

juga sejalan dengan upaya mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor-sektor 

yang sudah ada. Meskipun kontribusi pajaknya masih tergolong sangat kurang, 

namun dari sisi perencanaan fiskal, tren kenaikan target menunjukkan peran 

strategis pajak hotel dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 

Kemudian, pemerintah secara bertahap mengubah tujuan mereka untuk 

menyesuaikannya dengan kondisi lapangan dan tren pertumbuhan ekonomi. 

Meskipun target meningkat, realisasi penerimaan tetap menunjukkan hasil yang 

baik, yang berarti bahwa efektivitas tetap berada di kelas yang sangat efektif selama 

periode tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan efektivitas penerimaan pajak 

hotel periode 2018 hingga 2024 berada dalam kategori “sangat efektif”. Realisasi 

penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil melampaui target yang telah 

ditetapkan, baik untuk pajak hotel maupun pajak restoran.Penelitian ini sependapat 

dengan Fadlulloh (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Efektivitas, 

Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Hasil Pajak Daerah di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut, Fadlulloh menyatakan 

bahwa efektivitas pajak hotel menunjukan kategori sangat efektif terjadi karena 

pemerintah daerah mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal. 

I. Analisis Kontribusi 

Menurut Mahmudi dalam bukunya Manajemen Keuangan Daerah, untuk 

melakukan analisis kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), penting untuk mengumpulkan data yang relevan dan dapat membantu 
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perhitungan kontribusi yang akurat. Data utama yang dibutuhkan adalah data 

tahunan tentang penerimaan pajak hotel ini menunjukkan seberapa besar 

pendapatan yang diperoleh industri hotel. Selain itu, data tahunan realisasi 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga diperlukan. PAD harus mencakup semua 

sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah, antara lain.  

         1. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD 

Tabel 12 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul 

Tahun Realisasi PAD 

Realisasi pajak 

restoran 

Kontribusi

% Kriteria 

2018 Rp 462,653,956,229  Rp 12,200,886,408  3% 

Sangat 

Kurang 

2019 Rp 505,929,472,001  

 Rp 

15,137,093,141  3% 

Sangat 

Kurang 

2020 Rp 479,610,812,119  Rp 9,207,214,235  2% 

Sangat 

Kurang 

2021 Rp 491,670,724,028  Rp 14,669,779,105  3% 

Sangat 

Kurang 

2022  Rp540,572,423,372  

 Rp 

22,867,157,538  4% 

Sangat 

Kurang 

2023 Rp 587,435,038,672  Rp 31,135,851,736  5% 

Sangat 

Kurang 

2024 Rp 638,567,864,259  Rp 34,622,296,937  5% 

Sangat 

Kurang 

  Rata - Rata   4% 

Sangat 

Kurang 
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Gambar 4 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 - 2024 

 

 

Pembahasan : 

Berdasarkan data kontribusi pajak restoran dari tahun 2018 hingga 2024, 

secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan. Pada tahun 

2018 dan 2019, persentase kontribusi menunjukkan angka yang sama atau tidak 

mengalami kenaikan ataupun penurunan. Hal ini disebabkan karena realisasi PAD 

maupun penerimaan pajak restoran meningkat secara proporsional, sehingga 

kenaikan keduanya seimbang. Namun, persentasenya tetap tergolong sangat 

kurang berkontribusi dikarenakan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul 

dikarenakan sebagian besar usaha kuliner yang beroperasi di Bantul pada periode 

tersebut masih bersifat kecil dan informal, sehingga belum seluruhnya terdaftar 

sebagai wajib pajak resmi. Faktor-faktor tersebut diperkuat oleh pernyataan dengan 

Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul Dalam 

wawancara, beliau menyampaikan bahwa: ‘Kontribusi pajak restoran memang 

sangat kurang, karena di Bantul tidak banyak restoran besar, bahkan mall pun 

tidak ada. Sebagian besar usaha kuliner masih berskala kecil. Faktor inilah yang 

membuat penerimaan pajak restoran pada tahun 2018 dan 2019 kurang maksimal 

sehingga kurang berkontribusi. 
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 Pada tahun 2020 kontribusi pajak restoran mengalami penurunan cukup 

signifikan. Hal ini dikarenakan awal tahun ini Covid – 19 mulai melanda secara 

global, termasuk Kabupaten Bantul. Dikarenakan kondisi ini, pemerintah Indonesia 

mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial guna mencegah penyebaran virus 

Covid – 19. Kebijakan tersebut menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi 

masyarakat secara umum sehingga banyak restoran mengalami penurunan omzet 

bahkan berhenti beroperasi sementara. Dengan banyaknya pelaku usaha restoran  

dan rumah makan yang mengalami penurunan omzet, maka pemerintah Kabupaten 

Bantul memberikan keringan pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama 

masa pandemi.  Pernyataan tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Ibu 

Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala Sub Bidang Penagihan dan 

Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD Kabupaten Bantul, yang 

menyatakan: 

"Sebagai respons atas kondisi yang mulai terdampak, pemerintah daerah kemudian 

mengeluarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020. Dalam peraturan 

itu, ada pengurangan pajak untuk sektor-sektor tertentu seperti restoran, hotel, 

hiburan, dan parkir selama masa tanggap darurat. Memang peraturannya baru 

berlaku tahun 2020, tapi kondisi usaha restoran sudah mulai menurun sejak akhir 

2019, jadi itu juga ikut mempengaruhi capaian efektivitas pajak di tahun tersebut." 

Akibat dari beberapa faktor tersebut, kontribusi pajak restoran terhadap PAD 

menjadi lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.  

  Pada tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak restoran terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan dari 

tahun ke tahun. Kenaikan ini tidak terlepas dari mulai pulihnya sektor ekonomi 

pasca pandemi COVID-19. Seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan 

sosial dan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas di sektor kuliner kembali 

menggeliat. Banyak restoran yang sebelumnya sempat tutup mulai beroperasi 

kembali, dan pelaku usaha baru di bidang makanan dan minuman juga mulai 

bermunculan. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan objek pajak dan 

jumlah transaksi yang dikenai pajak restoran. 

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak 

restoran pada periode 2018 hingga 2024 masih berada dalam kategori “sangat 

kurang” dikarenakan persentasenya kurang dari 10% setiap tahunya. Meskipun 
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demikian, dari sisi efektivitas penerimaan pajak restoran menunjukkan kinerja yang 

sangat baik, di mana realisasi penerimaan setiap tahunnya secara konsisten berhasil 

melampaui target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani dkk. (2021) berjudul 

‘Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran 

dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro’. Dalam 

penelitian tersebut, disimpulkan bahwa kontribusi pajak restoran tergolong sangat 

kurang terhadap total Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh masih 

rendahnya jumlah objek pajak yang tercatat, serta belum optimalnya kepatuhan dan 

pengawasan terhadap pelaku usaha restoran.  

2. Analisis dan Pembahasan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD 

Tabel 13 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Kabupaten Bantul 

 

 

 

 

 

Tahun Realisasi PAD 

Realisasi pajak 

hotel 

Kontribusi

% Kriteria 

2018 Rp 462,653,956,229   Rp 2,725,071,153  1% 

Sangat 

Kurang 

2019 Rp 505,929,472,001   Rp 3,841,960,122  1% 

Sangat 

Kurang 

2020 Rp 479,610,812,119   Rp 1,458,163,865  0% 

Sangat 

Kurang 

2021 Rp 491,670,724,028   Rp 3,300,108,108  1% 

Sangat 

Kurang 

2022 Rp 540,572,423,372   Rp 7,304,257,387  1% 

Sangat 

Kurang 

2023 Rp 587,435,038,672   Rp 9,545,901,045  2% 

Sangat 

Kurang 

2024 Rp 638,567,864,259   Rp 34,622,296,937  5% 

Sangat 

Kurang 

  Rata - Rata   2% 

Sangat 

Kurang 
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                    Gambar 5 Grafik Tingkat Kontribusi Pajak Hotel  Kabupaten Bantul 

Tahun 2018 - 2024 

 
Pembahasan : 

              Berdasarkan data kontribusi pajak hotel dari tahun 2018 hingga 2024, 

secara umum terlihat bahwa persentase kontribusi mengalami kenaikan meskipun 

pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Pada tahun 2018 

dan 2019 kontribusi kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Bantul cenderung relatif stabil dan tergolong sangat kurang 

berkontribusi. Hal ini dikarenakan peningkatan penerimaan pajak hotel berjalan 

sebanding dengan peningkatan total PAD, sehingga tidak memberikan perubahan 

signifikan. Selain itu, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan 

jumlah hotel berbintang atau berskala besar di wilayah Bantul. Sebagian besar 

penginapan yang beroperasi merupakan hotel non-bintang, homestay, dan usaha 

akomodasi kecil yang belum seluruhnya terdaftar atau berkontribusi secara 

signifikan terhadap pajak daerah. Selain itu, kawasan wisata utama di Bantul 

cenderung didominasi oleh wisata alam dan budaya yang belum sepenuhnya 

ditunjang oleh infrastruktur perhotelan yang besar. Pernyataan tersebut didukung 

oleh hasil wawancara dengan Ibu Herwina Dian Aprilia, S.E., M.A., selaku Kepala 

Sub Bidang Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah BPKPAD 

Kabupaten Bantul. Dalam wawancara, beliau menyampaikan bahwa : “Bantul 

memang belum memiliki infrastruktur pendukung seperti bandara atau pusat kota 

besar yang dapat menarik investor untuk membangun hotel-hotel berbintang. Hal 

1% 1%
0%

1%

1%
2%

5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%
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KABUPATEN BANTUL
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ini juga disebabkan karena pemerintah daerah masih berkomitmen untuk menjaga 

kelestarian alam dan mempertahankan karakter wilayah sebagai kawasan hijau 

dan wisata alam.” 

          Tahun 2020 mencapai trend terendah atau mengalami penurunan yang sangat 

signifikan. Hal ini dikarenakan dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan 

aktivitas pariwisata dan perhotelan. Kebijakan pembatasan sosial, penutupan objek 

wisata, serta menurunnya mobilitas masyarakat menyebabkan tingkat hunian hotel 

turun drastis. Pada kondisi ini, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan keringan 

pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir selama masa pandemi.  Akibatnya, 

penerimaan pajak dari sektor perhotelan juga menurun tajam dan tidak memberikan 

kontribusi berarti terhadap PAD pada tahun tersebut.  

Mulai tahun 2021 hingga 2024, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan 

Asli Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan tren peningkatan secara bertahap 

setiap tahunnya. Setelah sebelumnya mengalami penurunan tajam akibat pandemi 

COVID-19, sektor perhotelan mulai kembali pulih seiring dengan membaiknya 

kondisi ekonomi dan pelonggaran kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. 

Tingkat hunian hotel mulai naik kembali, didukung oleh meningkatnya mobilitas 

wisatawan domestik ke berbagai destinasi di Bantul. Tren kenaikan kontribusi ini 

mencapai titik tertinggi pada tahun 2024, yang mencerminkan adanya pemulihan 

sektor perhotelan secara signifikan serta mulai tumbuhnya kepercayaan pelaku 

usaha dalam menjalankan bisnis di bidang akomodasi. Meskipun demikian, secara 

persentase kontribusinya terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, namun arah 

perkembangannya menunjukkan potensi yang positif ke depannya. 

Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, persentase kontribusi pajak 

hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul pada periode 2018 hingga 

2024 masih berada dalam kategori ‘sangat kurang’. Hal ini disebabkan oleh 

rendahnya proporsi kontribusi pajak hotel yang setiap tahunnya tidak mencapai 

10% dari total PAD. Meskipun terdapat tren peningkatan kontribusi pada beberapa 

tahun terakhir, terutama pasca pandemi, namun secara umum kontribusinya masih 

belum signifikan jika dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya. 
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    BAB V 

KESIMPULAN 

    A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak 

restoran serta pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten 

Bantul periode 2018–2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pajak 

restoran tergolong sangat efektif dengan rata-rata capaian 121,07%, karena 

realisasi penerimaan selalu melampaui target tahunan. Meskipun sempat 

terdampak pandemi COVID-19, efektivitasnya kembali meningkat sejak 2022 

berkat pemulihan ekonomi, penyesuaian target, serta bertambahnya pelaku usaha 

termasuk waralaba. Efektivitas pajak hotel juga termasuk sangat efektif dengan 

rata-rata 116,61%, mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam 

mengelola sektor perhotelan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan 

sistem pemungutan, dan pulihnya sektor pariwisata pascapandemi. Namun 

demikian, kontribusi kedua jenis pajak ini terhadap PAD masih tergolong sangat 

rendah. Pajak restoran hanya menyumbang rata-rata 4% dari total PAD, dan pajak 

hotel sebesar 2%. Rendahnya kontribusi ini terutama dipengaruhi oleh penurunan 

tajam pada tahun 2020 akibat pandemi, yang menyebabkan pembatasan aktivitas, 

penurunan jumlah pengunjung, serta penutupan sementara restoran dan hotel. 

Meskipun terjadi tren pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, kontribusinya 

secara keseluruhan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan 

PAD Kabupaten Bantul. 

    B. Keterbatasan  dan Saran Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. 

Pertama, informasi yang diperoleh melalui wawancara belum sepenuhnya 

mendalam dan kurang memenuhi kebutuhan data secara optimal, sehingga 

beberapa aspek penting dalam analisis mungkin belum tergali secara menyeluruh. 

Kedua, cakupan penelitian hanya difokuskan pada pajak restoran dan pajak hotel, 

sehingga belum mencakup jenis pajak daerah lainnya yang juga berpotensi 

memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Kabupaten Bantul, seperti pajak hiburan, pajak reklame, atau pajak parkir. 
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Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya 

dapat menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan narasumber untuk 

memperoleh data yang lebih rinci dan informatif. Selain itu, cakupan penelitian 

sebaiknya diperluas dengan memasukkan jenis pajak daerah lainnya, seperti Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB), pajak hiburan, reklame, maupun pajak parkir. Langkah ini akan 

memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kontribusi berbagai 

jenis pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul. 
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LAMPIRAN 

 
     Gambar 6  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018  

 

Gambar 7  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019 

 

 

Gambar 8  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 
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Gambar 9 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 
 

 

Gambar 10  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 
 

 

 

Gambar 11 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023  
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Gambar 12  Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 
 

 

 

Gambar 13   Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2018  
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Gambar 14  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019 
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Gambar 15  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2020 
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Gambar 16  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 
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Gambar 17 Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022 
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Gambar 18  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2023 
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Gambar 19  Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2024 
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